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MENIMBANG a. bahwa dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi
perubahan sosial, budaya, dunia kefa dan kemajuan teknologi
yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan agar lebih
mampu beradaptasi dengan kebutuhan zaman,

b. bahwa Universitas Kadiri sebagai Perguruan Tinggi dituntut
untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran
yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian
pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan
keterampilan secara optimal dan selalu relevan;

c. bahwa Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan wujud
pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel
sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang,
dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa

d. bahwa pembelajaran dalam Merdeka Belajar Kampus
Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk
pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan
kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian
dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui
kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan
kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi,
manajemen diri, tuntutan kinerja, target danpencapaiannya;

e. bahwa sehubungan dengan poin a - d, perlu ditetapkan kebijakan
yang berkaitan dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di
Universitas Kadiri dalam bentuk Peraturan Rektor.
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